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No. 081/BCE/CORSEC/IV/2015 Jakarta, 30 April 2015

Kepada Yth:

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

J1. Lapangan Banteng Timur 1-4, Jakarta 10170

Perihal: Laporan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Mantan Direktur Paul
Jeremy Martin Fenby (“Paul”), dan Mantan Direktur John Keith Downham
(“Keith”) Yang Telah Memaksa Melakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham PT. Berau Coal Energy, Tbk Pada Tanggal 30 April 2015.

Dengan hormat,

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini kami, Head Legal and Corporate
Secretary PT. Berau Coal Energy, Tbk (“Perseroan”) sesuai dengan maksud perihal tersebut diatas,
melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum terjadinya pelaksanaan Rapat
Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Coal Energy, Tbk Pada Tanggal 30 April 2015 yang telah
dilakukan sendiri tanpa pemberitahuan dan pelaksanaan oleh Perseroan (“RUPSLB Illegal™).

Adapun RUPSLB Illegal itu dapat kami kemukakan, sebagai berikut:

L. Bahwa PT. Berau Coal Energy, Tbk (“Perseroan”) yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan
Corporate Secretary telah melakukan rapat dengar pendapat dengan PT.Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 24 April 2015, yang telah menyampaikan laporan mengenai beberapa hal atas jalannya
Perseroan, serta termasuk persoalan cacat hukum atas usulan akan dilaksanakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 30 April 2015 (“RUPSLB Perseroan”);

2. Bahwa berkenaan dengan hal yang sama sebagaimana disebutkan diatas Perseroan yang dihadiri
oleh Direksi dan Corporate Secretary telah melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan
pada untuk menyampaikan laporan mengenai beberapa hal serta persoalan cacat hukum atas usulan
akan dilaksanakannya RUPSLB,;

3 Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami telah pula membuat surat-surat yang ditujukan
kepada:
3.l Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 22 April 2015, mengenai Permohonan Penundaan
RUPSLB Sehubungan 2(dua) Direktur Perseroan Telah Tertangkap Tangan (Lampiran
la)
3.2 Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 28 April
2015, mengenai Pemneritahuan Penundaan Rencana Pelaksanaan RUPSLB (Lampiran
1b)
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33 Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 29 April
2015, mengenai Apasan Hukum Pemberitahuan Penundaan Rencana Pelaksanaan
RUPSLB (Lampiran 1c);

Bahwa atas konsultasi tersebut diatas maka Direksi dan Dewan Komisaris telah berpendapat
melakukan pengumuman mengenai penundaan RUPSLB di 2(dua) Surat Kabar Harian Suara
Pembaruan dan Bisnis Indonesia (Lampiran 2a dan 2b) untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan
agar sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari ini kami, dikejutkan, adanya pemaksaan pelaksanaan rapat umum pemegang
saham yang adalah RUPSLB Illegal yang diumumkan pada surat kabar yang dan di buat serta
ditandatangani oleh Keith John Downham (“Keith™), dan Paul Jeremy Martin Fenby (“Paul™);

Bahwa kedua orang tersebut telah “tertangkap tangan™ oleh tim penindakan Imigrasi dan dalam
proses penyidikan (Lampiran 3);

Bahwa tindakan-tindakan Keith dan Paul yang membabi-buta telah melanggar:

- Pasal 42 jo. Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Ketenagakerjaan;

- Pasal 5 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pendamping;

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimgrasian;

Dimana mereka tidak memiliki ijin sah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Ijin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan KITAS yang berlaku.

Bahwa pengangkatan mereka sebagai direktur telah pula dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 95
Undang Undang Perseroan Terbatas, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan (Peristiwa mana telah
kami laporkan secara tertulis kepada BEI dan OJK);

Bahwa berdasarkan Pasal 95 tersebut maka jabatan Keith dan Paul dinyatakan BATAL KARENA
HUKUM;

Bahwa selain Pasal 95 tersebut maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) jo Pasal 14 ayat (15) Anggaran
Dasar Perseroan maka jabatan Direktur Keith dan Paul dikatakan BERAKHIR jika tidak
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, dan dilarang menjadi anggota Direksi
karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Lampiran 4);

Bahwa pembatalan atas pengangkatan Keith dan Paul telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia serta diumumkan dalam 2 surat kabar harian ibukota, dan dengan demikian
secara hukum Keith dan Paul sudah sah secara hukum tidak lagi menjabat sebagai Direktu
(Lampiran 4a;4b dan 4c);
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12.  Bahwa kami sudah melaporkan membatalkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan pencabutan
sponsor kepada Keith dan Paul (Lampiran 6);

13.  Bahwa Bupati Berau dan Kantor Ketenaga Kerja di Berau juga telah merekomendasikan pencbutan
IMTA atas nama Keith dan Paul (Lampiran 6);

14.  Bahwa oleh karena itu secara hukum Keith dan Paul tidak berwenang dan tidak berkuasa
melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan apalagi menandatangani dan melaksanakan RUPS
tanpa memberitahu kepada Perseroan.

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas maka sudah menjadi fakta hukum bahwa Paul dan Keith
yang secara memaksa menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 30 April 2015 adalah suatu perbuatan
melawan hukum dan karena itu tindakannya adalah tidak sah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka, kami Perseroan tidak membenarkan dan menyatakan bahwa
RUPSLB Illegal itu adalah tidak sah dan mellanggar hukum, dari dan karenanya kami telah
menganggap bahwa RUPSLB itu tidak ada.

Demikian laporan kami, dan kami mengantisipasi bahwa di kemudian hari akan terjadi dualisme
kepemimpinan, dan kemungkinan akan ada konflik diantara 2(dua) kubu tersebut yang akan berakibat
terhambatnya jalannya Perseroan. Serikat Pekerja Perseroan berada pada posisi dibelakang pimpinan
Perseroan yang kini masih menjabat sehingga akan menjaga Perseroan dengan baik.

Hormat kami,
PT Berau Coal Energy Tbk
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Ari Ahmad Effendi
Head Lega'l and Corporate Secretary

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Menteri ESDM

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Direktur AHU Mentri hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Direktur Binapenta Tenaga Kerja

7. Dirjen imigrasi

8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
9. Direktur Direktorat PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
10. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis Otoritas Jasa Keuangan
11. WECOLAW Office penasehat hukum Serikat Pekerja
12. Dewan Komisaris PT Berau Coal Energy Tbk
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